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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat  pertama

dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK  7411074308970001,  tempat/tanggal  lahir

XXXXXXXX, 03 Agustus 1997, umur 26 tahun, Agama

Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, domisili

elektronik  ita526945@gmail.com,  nomor  handphone

081228126876,  alamat  di  Lingkungan  II  XXXXXXXX,

RT.004  RW.004,  Kelurahan  XXXXXXXX,  Kecamatan

XXXXXXXX,  Kabupaten  Kolaka  Timur,  Provinsi

Sulawesi  Tenggara,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK  7401192111940001,  tempat/tanggal  lahir

XXXXXXXXXXX, 21 November 1994, umur 29 tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  pendidikan  S1,

nomor  handphone  082311388527,  alamat  di  Blok  M

XXXXXXXXXXX,  Desa  XXXXXXXXXXX,  Kecamatan

XXXXXXXXX,  Kabupaten  Kolaka  Timur,  Provinsi

Sulawesi  Tenggara  selanjutnya  disebut  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tanggal  22  Juli  2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor

311/Pdt.G/2024/PA.Klk  hari  itu  juga,  dengan  dalil-dalil  pada  pokoknya

sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka

Timur,  sebagaimana  bukti  berupa  Buku  Nikah  Nomor

7411071022023004 tanggal 25 Februari 2023; 

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  Bahwa  setelah  akad

nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama  sebagai  suami-istri

dengan bertempat  tinggal  di  rumah kontrakan di  Jalan XXXXXXXXX,

Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sampai pisah

tempat tinggal; 

3. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  melakukan hubungan badan

layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak; 

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret tahun 2023 antara

Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi; 

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan

karena:

a. Tergugat sering mengungkit  kembali  uang belanja yang telah

diberikan kepada Penggugat; 
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b. Tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  Penggugat  seperti

mengatakan perempuan murahan dan anjing; 

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 saat mana Penggugat pergi

meninggalkan  Tergugat  ke  rumah  orang  tua  Penggugat  beralamat  di

Lingkungan  II  XXXXXXXX,  RT.004  RW.004,  Kelurahan  XXXXXXXX,

Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dan sejak itu antara

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 

7. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas

Penggugat  sudah  tidak  memiliki  harapan  akan  dapat  hidup  rukun

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Kolaka  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang sah tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  XXXXXXXX,  Kabupaten  Kolaka  Timur,  Provinsi  Sulawesi

Tenggara, Nomor 7411071022023004 Tanggal 25 Februari  2023, bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  SAKSI  I,  umur   tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Lingkungan  IV,  kelurahan

XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Kolaka Timur, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi; 

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  kontrakan  di  Jalan  XXXXXXXXX,  Kelurahan

XXXXXXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sampai pisah tempat

tinggal; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa setahu  saksi  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 sudah

tidak rukun dan harmonis lagi; 

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih

dan bertengkar; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat

dan Tergugat berselisih dan bertengkar; 

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran

karena  Tergugat sering mengungkit kembali uang belanja yang telah

diberikan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berkata  kasar

kepada  Penggugat  seperti  mengatakan  perempuan  murahan  dan

anjing;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan

rumah adalah Tergugat; 

- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat

tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi; 

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak

saling berkomunikasi lagi; 

- Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  tidak  pernah  memberikan

nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan

Tergugat jika diberi kesempatan;

Saksi  2,  SAKSI  II,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Lingkungan  II,  Kelurahan
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XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi; 

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  kontrakan  di  Jalan  XXXXXXXXX,  Kelurahan

XXXXXXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sampai pisah tempat

tinggal; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa setahu  saksi  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 sudah

tidak rukun dan harmonis lagi; 

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih

dan bertengkar; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat

dan Tergugat berselisih dan bertengkar; 

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran

karena  Tergugat sering mengungkit kembali uang belanja yang telah

diberikan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berkata  kasar

kepada  Penggugat  seperti  mengatakan  perempuan  murahan  dan

anjing;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan

rumah adalah Tergugat; 

- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat

tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi; 

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak

saling berkomunikasi lagi; 
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- Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  tidak  pernah  memberikan

nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan

Tergugat jika diberi kesempatan;

Bahwa atas keterangan para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

maka  Tergugat harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  perkara  ini  dilanjutkan

tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
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dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan

bermaksud bercerai  dengan Tergugat dengan dalil  bahwa keadaan rumah

tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.Tergugat  sering  mengungkit  kembali  uang  belanja  yang  telah

diberikan kepada Penggugat;

b.Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan

perempuan murahan dan anjing 

Sehingga akhirnya Penggugat  dengan Tergugat  pisah tempat tinggal

sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang; 

Menimbang,  bahwa mengacu  pada  dasar  faktual  (feitelijke  gronden)

dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan

Penggugat,  Hakim  menilai  bahwa  secara  yuridis-normatif  kehendak

Penggugat  untuk  bercerai  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  19  huruf  f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga,  yang  bersifat  terus-menerus,  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup

rukun kembali; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  ketidakhadiran  Tergugat  dalam

pemeriksaan pokok perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-

dalil  gugatan  Penggugat,  akan  tetapi  dengan  mengacu  pada  ketentuan

hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib

memperhatikan  asas  larangan  persepakatan  cerai  sebagaimana  tersebut

dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Bagian  Umum

angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk,

sifat,  serta  kualitas  materiil  perselisihan  rumah  tangga  Penggugat  dan
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Tergugat.  Olehnya  itu,  Penggugat  tetap  dibebani  wajib  bukti  dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

50  Tahun  2009,  yaitu  dengan  mendengarkan  keterangan  saksi-saksi

keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai  akta autentik,  bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

sesuai  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah

dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2023, relevan dengan dalil yang

hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka  bukti  P  sebagai  akta  otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

pada tanggal  25 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  SAKSI  I dan  SAKSI  II,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran

itu,  melainkan  hanya  mendengar  cerita  dan  pengaduan  dari  Penggugat
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(testimonium  de  auditu),  maka  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)

bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/atau melihat langsung

percekcokan/pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umunya hal itu akan

membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu,

sehingga  pada  umumnya  pasangan  suami-isteri  tidak  akan

mempertontonkan  pertengkarannya  itu  di  depan  orang  lain  dan  bahkan

berusaha  menutup-nutupi  pertengkarannya  itu/tidak  menceritakan

pertengkarannya  itu  kepada  orang  lain,  dengan  demikian  maka  pada

umumnya menghadirkan saksi  yang melihat secara langsung pertengkaran

suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka

apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya

kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-

benar  terjadi  pertengkaran,  karena pada umumnya tidak  ada orang yang

mau  menceritakan  kepada  orang  lain  mengenai  hal  yang  mendatangkan

malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu

kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk

membuat malu (aib)  bagi  dirinya sendiri,  sehingga keterangan saksi-saksi

perihal  terjadinya  pertengkaran  tersebut  tetap  bernilai  bukti  namun

kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  dalil  Penggugat

mengenai  fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti

persangkaan.

Menimbang,  bahwa  satu  bukti  persangkaan  menurut  hukum acara

perdata,  belum  sempurna  (volledig)  sebagai  alat  bukti,  sehingga  bukti

persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya

atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang

saksi Penggugat yang menyatakan bahwa telah berupaya untuk merukunkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  dan  Tergugat  dengan  menasehati  Penggugat,  terlepas  dari

apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara

Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  Majelis  Hakim  hakim

berpendapat,  bahwa terbuktinya  usaha  merukunkan  tidak  mungkin  terjadi

kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata

lain,  tidak  mungkin  ada  usaha  merukunkan  terhadap  orang-orang  yang

masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti

tersebut, juga telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut,  maka  fakta  yang  didalilkan  oleh  Penggugat  tersebut  yaitu  fakta

bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  pertengkaran  dalam

rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna/volledig, yaitu dua

bukti persangkaan, sehingga dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan

Tergugat  telah  terjadi  pertengkaran  dalam  rumah  tangganya  harus

dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)

bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat

wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang

tidak  pernah  bertengkar  dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangganya,

sehingga  tidak  semua  pertengkaran  suami-isteri  dapat  menjadi  alasan

perceraian,  melainkan  pertengkaran  yang  dibenarkan  oleh  hukum  untuk

menjadi  alasan  perceraian  hanya  terbatas  pada  pertengkaran  yang

memenuhi  dua  unsur,  yaitu  unsur  “terus  menerus”,  dan  unsur  “tidak  ada

harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  selanjutnya  Majelis

Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan
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Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu

atau belum.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kedua  orang  saksi  menyaksikan

sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan  Mei  2023 maka telah  terbukti  bahwa akibat  pertengkaran  tersebut,

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1

(satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perpisahan

tempat  tinggal  merupakan  salah  satu  bentuk  pertengkaran  dalam  rumah

tangga yang diekspresikan lain  oleh  salah  satu  pihak,  yaitu  dengan cara

memisahkan  diri  dari  pasangan,  artinya  pertengkaran  antara  suami-isteri

tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan

perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran

dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga

yang  diikuti  dengan  sikap/tindakan  salah  satu  pihak  (suami  atau  isteri)

memisahkan  diri  dari  pasangannya,  maka  sepanjang  perpisahan  tersebut

masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih

dalam keadaan bertengkar.

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,  maka oleh

karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih

terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang

menerangkan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  diusahakan  untuk

dirukunkan  namun  tidak  berhasil,  dihubungkan  pula  dengan  kenyataan

gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,

maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi

unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  muka,  pengadilan

menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang menikah

pada tanggal 25 Februari 2023;

2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal

bersama dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Maret 2023

Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa  sejak  bulan  Mei  tahun  2023,  Penggugat  dengan  Tergugat

pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 (satu)

tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak

pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan

Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud

merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu

bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  disyariatkannya  pernikahan  sebagai  mitsaqan

ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud

dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi  Hukum Islam, namun dengan keadaan

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  tersebut,  maka tujuan pernikahan

tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas  telah  menunjukkan

bahwa perkawinan Penggugat  dan Tergugat benar-benar telah pecah dan

telah  sampai  pada  taraf  yang  sudah  tidak  bisa  didamaikan  lagi  karena

Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan

Tergugat.  Dengan  demikian  penyelesaian  yang  dipandang  adil  dan

bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian; 
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Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian

merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam

keadaan suami istri sudah tidak bisa  saling mencintai lagi dan telah terjadi

sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut,

maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih

Sunnah Juz II halaman 248 ; 

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti

yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan

untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan

kedua belah pihak, maka Hakim dapat  menjatuhkan talak bain

suami terhadap istrinya “ ; 

Menimbang,  bahwa  dengan  merujuk  pada  Putusan  Mahkamah

Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999

yang  mengandung  abstrak  hukum  bahwa  rumah  tangga  yang  diwarnai

perselisihan,  percekcekcokan,  tidak  bersedia  tinggal  dalam  satu  tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  untuk  meneruskan

kehidupan bersama dengan pihak lain,  adalah merupakan fakta hukum yang

cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  terlepas  dari  peristiwa  atau

keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara

Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan

fakta  bahwa  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah

sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan
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tidak  mungkin  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  dalam  membina  rumah

tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal  lahir  bathin  sebagaimana  yang  menjadi

tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru

akan  menimbulkan  mudlarat  bagi  kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu

perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah

memenuhi  ketentuan  pasal  39  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sugro  Tergugat

terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat   tidak  pernah  hadir  di  muka  sidang

meskipun  ia  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  sedangkan  ketidak

hadirannya  tidak  terbukti  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah  maka

Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat

telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan

Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam, bekas istri  (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh  H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.

sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda,

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada hari  itu  juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Abd. Rahman,

S.H sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
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Abd. Rahman, S.H

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 24.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
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